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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi kreditur online, khususnya aplikasi Shopee 

Pinjam, dalam konteks fintech di Indonesia. OJK memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memastikan kepatuhan 

terhadap regulasi yang meliputi batas suku bunga, biaya administrasi, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan 

untuk memahami bagaimana OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap Shopee Pinjam, serta untuk mengidentifikasi 

sanksi yang diberikan oleh OJK kepada kreditur online jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan suku bunga pinjaman. 

Dengan memfokuskan pada hubungan hukum antara PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, Shopee sebagai 

platform penyedia layanan, dan konsumen sebagai penerima pinjaman, penelitian ini juga mengeksplorasi dinamika 

perlindungan hukum yang terlibat dalam layanan pinjaman online di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian ini tidak hanya 

memberikan gambaran tentang praktik pengawasan OJK terhadap kreditur online, tetapi juga menyoroti pentingnya 

keberlanjutan sistem keuangan dan perlindungan konsumen dalam menghadapi perubahan fintech yang cepat di Indonesia. 

Kata Kunci: OJK, Kredit Online, Perlindungan Konsumen. 

Abstract 
 

This study examines the role of the Financial Services Authority (OJK) in overseeing online creditors, specifically the Shopee 

Pinjam application, within the fintech context in Indonesia. The OJK is responsible for regulating and ensuring compliance 

with regulations, including limits on interest rates, administrative costs, and consumer protection. The study aims to 

understand how the OJK carries out its supervisory function over Shopee Pinjam and to identify sanctions imposed by the 

OJK on online creditors in case of violations of loan interest rate provisions. Focusing on the legal relationship between PT. 

Lentera Dana Nusantara as a funding provider, Shopee as a service platform, and consumers as loan recipients, this research 

also explores the dynamics of legal protection involved in online lending services in Indonesia. Through this analysis, the 

study not only provides insights into OJK's supervision practices over online creditors but also highlights the importance of 

financial system sustainability and consumer protection amidst rapid fintech developments in Indonesia. 

Cara Sitasi: 

Indriyani Cahya R. ( … ). “Peran OJK Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam”. IURIS STUDIA: 

Jurnal Kajian Hukum Vol. …, No. …, Bln Thn – Bln Thn, Pages: …-…. 

A. Pendahuluan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011, bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap semua kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK memiliki peran penting dalam 

mengawasi berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk kreditur online yang menawarkan layanan 

pinjaman melalui aplikasi digital. Salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman online adalah 

Shopee Pinjam, bagian dari ekosistem e-commerce Shopee. Dengan semakin meningkatnya popularitas 

layanan pinjaman online, pengawasan dari OJK menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dan 

memastikan integritas sistem keuangan.  

OJK memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan pengawasan kreditur online. 

Pertama, OJK bertanggung jawab dalam menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur operasional 

lembaga keuangan, termasuk perusahaan teknologi finansial (fintech) yang menyediakan layanan 

pinjaman online. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti suku bunga maksimum, biaya 

administrasi, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang harus dipatuhi oleh kreditur online.  

Kedua, OJK bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua lembaga 

keuangan mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan baik 

secara langsung melalui inspeksi lapangan maupun tidak langsung melalui pelaporan berkala dan sistem 

pengawasan online. Selain itu, OJK juga berperan dalam melindungi konsumen jasa keuangan dengan 

memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang jelas dan benar serta terlindungi dari praktik 

yang tidak adil atau menyesatkan.  

Ketiga, OJK memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan serta risiko yang terkait, 

berbagai program pendidikan dan kampanye telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk membangun 

ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Perkembangan informasi dan teknologi sangat 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal keuangan. Salah satu inovasi sugnifikan 
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adalah financial technology atau fintech. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Fintech) Pasal 1 ayat (1), 

menyatakan bahwa “financial technology atau fintech adalah penggunaan teknologi di sector keuangan 

yang mencakup penciptaan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru, dan dapat berdampak 

pada stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi sistem, sistem keuangan, fleksibilitas, keamanan, dan 

keandalan sistem pembayaran.
1
  

  Salah satu bentuk teknologi finansial adalah peer to peer lending, yaitu layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan 

peminjam. Pinjaman online melalui peer to peer lending, memfasilitasi akses dana bagi individu yang 

membutuhkan pinjaman dalam jumlah kecil, tanpa harus melalui porses pengajuan kredit ke bank. 

Layanan ini dianggap lebih efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena persyaratan yang mudah 

serta tidak memerlukan jaminan. Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui aplikasi kapan saja 

dan di mana saja dengan waktu yang singkat. Berbeda dengan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank, 

di mana calon nasabah harus terlebih dahulu mengajukan kredit dan memberikan jaminan, sebelum 

perjanjian kredit dibuat antara pihak bank dengan nasabah. 

  Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang diperkenalkan pada tahun 2015 di 

bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Sejak diluncurkan, Shopee telah 

memperluas jangkauannya ke beberapa negara termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, 

dan Indonesia.
2
 Selain menawarkan proses transaksi jual beli yang praktis dan modern, Shopee juga 

menyediakan beragam fitur menarik bagi penggunanya. Salah satu inovasi terbarunya adalah Shopee 

Pinjam (SPinjam).
3
 Shopee Pinjam merupakan salah satu fitur aplikasi Shopee yang diperkenalkan pada 

tahun 2021. Fitur ini ditujukan bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat berupa uang tunai. Fitur 

layanan pinjaman berbasis fintech ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai 

penyedia dana. PT Lentera Dana Nusantara adalah perusahaan fintech lending yang telah terdaftar dan 

memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

  Adanya hubungan kerjasama antara pihak Shopee dengan PT. Lentera Dana Nusantara dalam hal 

pengelolaan fitur Shopee Pinjam, hubungan hukum yang berupa pemberian kuasa antara PT. Lentera 

Dana Nusantara dengan pemberi pinjaman, hubungan hukum yang dalam hal pinjam meminjam oleh 

pemberi pinjaman, serta hubungan hukum di antara PT. Lentera Dana Nusantara yang dalam hal ini 

sebagai pelaku usaha dengan pengguna Shopee Pinjam yang berperan sebagai penerima pinjaman atau 

konsumen. Secara fungsional, platform fintech lending berperan sebagai penghubung antara individu 

yang meminjam dana dengan mereka yang pemberikan pinjaman.
4
 Sistem yang diberlakukan pada 

perusahaan ini memberikan bunga tertentu atas pinjaman sebagai imbalan bagi pemberi dana. Dana yang 

diinvestasikan melalui perusahaan ini akan dialokasikan ke layanan Shopee Pinjam (Spinjam). 

Sedangkan pengguna layanan akan membayar angsuran dan bunga pinjaman melalui platform pasar 

Shopee.   

  Munculnya berbagai perusahaan penyedia layanan pinjaman online telah menarik perhatian 

masyarakat, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diatur dalam Peraturan Nomor 

10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini 

mengatur tentang pendanaan konvensional atau pembiayaan secara langsung melalui sistem elektronik 

berbasis internet. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Financial Technology, penyedia layanan pinjaman online, wajib mengajukan izin dan 

registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan batas maksimal jumlah pinjaman bagi konsumen 

sebesar 2 miliar rupiah.
5
  

 Pada fintech berbasis pinjaman online yang telah terdaftar di OJK, tarif bunga maksimal yang 

dikenakan adalah 0,8 persen. Hal ini merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi 

                                                      
1
 Novita, Windy Sonya & Moch. Najib Imanullah. (2020). Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi 

Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian). Jurnal Privat Law, 3(1),151- 157, h.151. DOI: 

https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389 (Diakses pada 03 November 2023, pukul 17.00). 
2
 https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/ (Diakses pada tanggal 03 November 2023  Pukul 20.00). 

3
 https://help.shopee.co.id/portal/article/71187 (Diakses pada tanggal 03 November 2023 Pukul 20.00). 

4
 https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf 

(Diakses pada tanggal 03 November 2023 Pukul 20.00). 
5
 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 

https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389
https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/
https://help.shopee.co.id/portal/article/71187
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan
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Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
6
 AFPI merupakan wadah yang menaungi para 

penyelengara fintech peer to peer lending berdasarkan surat Nomor S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan 

oleh OJK. AFPI menjadi asosiasi resmi yang bertugas menyediakan layanan peminjaman berbasis 

teknologi informasi.
7
 

 Pada praktiknya, kontrak elektronik Shopee Pinjam tidak selalu memberikan keuntungan. 

Seringkali terdapat risiko pelanggaran, baik oleh kreditur yang memiliki hak atas tuntutan prestasi 

maupun oleh debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Terdapat berbagai permasalahan 

hukum yang muncul terkait keabsahan kontrak elektronik, terutama dalam menentukan waktu perjanjian 

yang sulit ditentukan dan dasar hukum untuk melakukan hal tersebut.  

OJK memiliki peran penting dalam mengawasi praktik-praktik yang dilakukan oleh penyedia 

layanan pinjaman ini. Salah satu aspek utama pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah memastikan 

kepatuhan Shopee Pinjam terhadap regulasi yang berlaku. OJK menetapkan batas maksimum suku bunga 

yang dapat dikenakan oleh kreditur online untuk melindungi konsumen dari beban bunga yang terlalu 

tinggi. Selain itu, Shopee Pinjam diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan 

kepada konsumen mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk suku bunga, tenor, dan biaya-biaya 

lainnya. Pengelolaan risiko juga menjadi fokus utama dalam pengawasan OJK terhadap Shopee Pinjam. 

OJK mengawasi bagaimana Shopee Pinjam mengelola risiko kredit dan risiko operasional, termasuk 

sistem penilaian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan peminjam. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa proses pemberian pinjaman dilakukan dengan adil dan objektif, serta untuk 

mengurangi risiko terjadinya gagal bayar. 

OJK menerapkan berbagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kreditur online 

seperti Shopee Pinjam beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu mekanisme 

pengawasan yang diterapkan oleh OJK adalah pemeriksaan dan audit berkala terhadap Shopee Pinjam. 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Shopee Pinjam mematuhi semua regulasi yang 

berlaku dan operasionalnya berjalan dengan baik. 

Selain itu, Shopee Pinjam diwajibkan untuk memberikan laporan berkala kepada OJK mengenai 

operasional mereka. Laporan ini mencakup data mengenai jumlah pinjaman yang diberikan, tingkat suku 

bunga, dan tingkat pengembalian pinjaman. Dengan adanya laporan berkala ini, OJK dapat memonitor 

secara real-time operasional kreditur online dan dengan cepat mengidentifikasi potensi pelanggaran yang 

terjadi. OJK juga menggunakan sistem pelaporan online untuk memantau operasional kreditur online. 

Sistem ini memungkinkan OJK untuk mendapatkan informasi secara real-time mengenai aktivitas 

kreditur online, sehingga mempermudah proses pengawasan. Selain itu, OJK memiliki mekanisme 

penanganan keluhan konsumen yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan masalah yang mereka 

hadapi dengan Shopee Pinjam. Keluhan ini akan ditindaklanjuti oleh OJK dan tindakan yang diperlukan 

akan diambil untuk melindungi konsumen. 

  Peristiwa di atas mencerminkan salah satu permasalahan hukum yang berkaitan dengan layanan 

pinjam meminjam uang secara online, yang tentunya membutuhkan kepastian hukum bagi penggunanya. 

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ilmiah terkait dengan fokus pada Peran 

OJK Sebagai Upaya Dalam Mengawasi Kreditur Online Pada Aplikasi Shopee Pinjam. 

 

B. Pembahasan 

Gambaran Umum Tentang Hubungan Platform Shopee Sebagai Penyedia Aplikasi Dengan 

Kreditur dan Debitur  

1). Gambaran Tentang Aplikasi Shopee Pinjam 

 Saat ini, banyak perusahaan yang menawarkan layanan keuangan, termasuk pinjaman online, 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Proses pengajuan pinjaman sekarang lebih cepat dan mudah, 

dengan fleksibilitas jangka waktu dan persyaratan yang relatif sederhana. Salah satu aplikasi populer 

                                                      
6
 Wicaksono, Adhi. (2019). OJK Tegaskan Bunga Pinjol Tak Boleh Lebih Dari 0.8 Persen. Available from: 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190923140514-78-432990/ojktegaskan-bunga-pinjol-tak-boleh-lebih-

dari-08-persen (Diakses pada tanggal 09 November 2023, pukul 19.00). 
7
 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-

lt63ecbb8cf1692/  (Diakses pada tanggal 09 November 2023, pukul 19.30). 

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-lt63ecbb8cf1692/
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-lt63ecbb8cf1692/
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adalah Shopee, sebuah platform e-commerce yang mulai beroperasi pada 2015. Shopee tidak hanya 

menyediakan layanan belanja online tetapi juga fitur-fitur keuangan seperti Shopee Pay Later dan 

Shopee Pinjam. Shopee Pinjam, yang diperkenalkan pada 2021, memungkinkan pengguna untuk 

mendapatkan pinjaman tunai dengan syarat mudah. Layanan ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana 

Nusantara, yang telah terdaftar dan berizin dari OJK. Shopee Pinjam memberikan pinjaman mulai dari 

Rp 500.000 hingga Rp 15.000.000 dengan cicilan bulanan tanpa agunan, serta limit pinjaman dapat 

ditingkatkan berdasarkan aktivitas dan performa pengguna. Shopee Pinjam menawarkan tenor pinjaman 

mulai dari 3, 6, hingga 12 bulan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial peminjam.  

Dalam pembentukan Shopee Pinjam, terdapat pula beberapa pihak yang terlibat, di antaranya adalah: 

a. Penyelenggara: Berdasarkan Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2022, penyelenggara layanan pinjam 

meminjam berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan dan pengoperasian layanan pinjaman dana secara online. Hanya badan hukum berbentuk 

perseroan terbatas yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau koperasi yang dapat berperan 

sebagai penyelenggara peer to peer lending. Dalam Shopee Pinjam, penyelenggara adalah PT. Lentera 

Dana Nusantara. 

b. Pemberi Pinjaman atau Kreditur: Pasal 27 ayat 2 POJK Nomor 10/POJK.01/2022 mendefinisikan 

pemberi pinjaman sebagai individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang akibat 

keterlibatan dalam perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman 

dapat berupa warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan 

usaha Indonesia atau asing, dan/atau lembaga internasional. Dalam praktik Shopee Pinjam, PT Lentera 

Dana Nusantara bertindak sebagai pemberi pinjaman atau kreditur. 

c. Penyedia Aplikasi: Dalam era digital, fintech menjadi inovasi penting di sektor keuangan. Contoh 

layanan fintech adalah Shopee yang selain menawarkan barang dan jasa, juga menyediakan layanan 

pinjaman online melalui fitur Shopee Pinjam. Layanan ini merupakan hasil kerja sama dengan PT 

Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, yang menciptakan hubungan hukum kompleks antara 

Shopee sebagai penyedia aplikasi, PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana, dan konsumen 

sebagai peminjam (debitur). Kesepakatan ini menimbulkan hubungan hukum yang diatur dalam Pasal 

1338 KUH Perdata, mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak sesuai 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti POJK No.77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

2). Hubungan Hukum Antara Kreditur, Debitur, dan Penyedia Aplikasi Dalam Shopee Pinjam 
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1. Penyelenggara: Sesuai dengan Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2022, penyelenggara layanan pinjam 

meminjam berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab 

atas pengelolaan layanan pinjaman online. Dalam konteks Shopee Pinjam, penyelenggara adalah 

PT. Lentera Dana Nusantara. 

2. Pemberi Pinjaman atau Kreditur: Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 POJK Nomor 

10/POJK.01/2022, pemberi pinjaman bisa berupa individu, badan hukum, atau badan usaha yang 

memiliki piutang akibat perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Di 

Shopee Pinjam, PT Lentera Dana Nusantara bertindak sebagai pemberi pinjaman. 

3. Penyedia Aplikasi: Shopee, sebagai penyedia platform, bekerja sama dengan PT Lentera Dana 

Nusantara untuk menyediakan layanan pinjaman online melalui fitur Shopee Pinjam. Kerjasama 

ini mengatur hubungan hukum antara penyedia aplikasi, penyedia dana, dan konsumen sebagai 

peminjam. 

Aspek Hukum: 

 Perjanjian Kerja Sama: Hubungan hukum ini diatur dalam perjanjian kerja sama (partnership 

agreement) yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme 

penyaluran pinjaman dan tanggung jawab risiko kredit. 

 Kepatuhan Regulasi: Kerjasama ini harus mematuhi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan hukum perbankan serta fintech di Indonesia. PT Lentera Dana Nusantara harus 

memastikan layanan Shopee Pinjam sesuai dengan regulasi tersebut. 

Hubungan Hukum antara Aplikasi Shopee Pinjam dengan Peminjam (Debitur) 

 Shopee Pinjam bertindak sebagai platform yang menghubungkan peminjam (debitur) dengan 

kreditur (PT Lentera Dana Nusantara). 

Aspek Hukum: 

 Perjanjian Pinjaman: Hubungan hukum antara aplikasi Shopee Pinjam dan peminjam diatur 

melalui perjanjian pinjaman (loan agreement) yang mencakup syarat dan ketentuan pinjaman, 

jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran. 

 Hak dan Kewajiban Peminjam: Peminjam wajib membayar kembali pinjaman sesuai jadwal 

yang telah disepakati dalam kontrak. 

 Kepatuhan terhadap Regulasi: Hubungan ini harus mematuhi hukum perlindungan konsumen 

di Indonesia, termasuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai syarat dan 

ketentuan pinjaman serta melindungi terhadap praktik penagihan yang tidak etis. 

Hubungan Hukum antara PT Lentera Dana Nusantara dengan Debitur 

 PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyedia dana memiliki hubungan langsung dengan debitur 

yang meminjam dana melalui aplikasi Shopee Pinjam. 

Aspek Hukum: 

 Eksekusi Perjanjian Kredit: Perjanjian pinjaman yang dibuat antara PT Lentera Dana 

Nusantara dengan debitur mengatur syarat-syarat pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, suku 

bunga, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran. PT Lentera Dana Nusantara bertindak sebagai 

pemberi pinjaman utama. 

 Kewajiban Debitur: Debitur berkewajiban memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian 

pinjaman, termasuk pembayaran pokok dan bunga tepat waktu. 

 Hak Pemberi Pinjaman dan Penanganan Sengketa: PT Lentera Dana Nusantara bertanggung 

jawab menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari hubungan kredit ini dan berhak 
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menuntut pembayaran dari debitur berdasarkan perjanjian pinjaman. Jika terjadi wanprestasi, PT 

Lentera Dana Nusantara dapat mengambil langkah hukum. 

3). Praktik Peminjaman Dana dari Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee 

 Fintech secara global telah meningkatkan perekonomian nasional baik bagi pelaku usaha 

maupun konsumen, dengan bukti sebagai berikut: 

1. Akses Keuangan yang Lebih Luas: Fintech memungkinkan akses layanan keuangan bagi 

individu dan bisnis yang sebelumnya sulit atau tidak mungkin memperoleh layanan dari lembaga 

keuangan konvensional, termasuk akses ke kredit, investasi, dan pembayaran. 

2. Efisiensi Biaya: Layanan fintech umumnya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan 

lembaga keuangan konvensional. Contohnya, platform pinjaman peer to peer lending dapat 

mengurangi biaya administrasi dan overhead, sehingga menawarkan suku bunga yang lebih 

menarik bagi peminjam serta hasil investasi yang lebih menguntungkan bagi investor. 

3. Inovasi Produk: Fintech menghadirkan produk keuangan inovatif yang memenuhi kebutuhan 

konsumen dengan lebih baik, seperti aplikasi pembayaran digital, layanan transfer uang 

internasional dengan biaya rendah, dan platform investasi berbasis teknologi. 

4. Peningkatan Efisiensi Bisnis: Bagi pelaku usaha, pemanfaatan teknologi fintech dapat 

meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pembayaran, serta akses modal usaha 

yang lebih cepat dan mudah, sehingga membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan 

bisnis. 

5. Peningkatan Inklusi Keuangan: Fintech memperluas akses layanan keuangan kepada 

masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan konvensional, seperti 

mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses fisik ke bank, sehingga 

meningkatkan inklusi keuangan dan membantu masyarakat mengelola keuangan mereka dengan 

lebih efektif. 

Aspek Hukum dalam Layanan Fintech: 

 Perjanjian Kerja Sama: Hubungan hukum antara PT Lentera Dana Nusantara dengan Shopee 

Pinjam diatur dalam perjanjian kerja sama yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing 

pihak, termasuk mekanisme penyaluran pinjaman, pembagian keuntungan, tanggung jawab 

risiko, dan aturan teknis lainnya. 

 Kepatuhan Regulasi: Kerjasama ini harus mematuhi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan hukum perbankan serta fintech di Indonesia. PT Lentera Dana Nusantara perlu 

memastikan bahwa layanan yang disediakan melalui Shopee Pinjam sesuai dengan regulasi 

tersebut. 

Syarat dan Ketentuan dalam Pinjaman Shopee Pinjam: 

 Syarat dan Ketentuan Peminjam: Untuk mengajukan pinjaman melalui Shopee Pinjam, 

peminjam harus memiliki identitas sah berupa KTP, berusia minimal 21 tahun atau mendapatkan 

persetujuan wali jika di bawah 21 tahun, serta tidak memiliki tunggakan pajak yang 

mempengaruhi kemampuan membayar kewajiban. 

 Penggunaan Data dan Cookie: Shopee sebagai penyedia aplikasi dan Lentera Dana Nusantara 

sebagai kreditur berhak menggunakan cookies untuk mengidentifikasi perangkat dan memantau 

aktivitas peminjam, termasuk durasi kunjungan ke situs resmi Shopee. 

 Hak Kreditur: PT Lentera Dana Nusantara memiliki kewenangan penuh untuk mengubah 

syarat dan ketentuan berdasarkan kebijakan mereka dari waktu ke waktu. 
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Perjanjian Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum 

 Perjanjian pinjaman online adalah jenis perjanjian kredit biasa yang dilaksanakan 

melalui media elektronik, baik secara online maupun offline. Dalam pelaksanaannya, debitur dan 

kreditur tidak perlu berinteraksi secara langsung atau bertatap muka, melainkan melalui 

perangkat elektronik.Shopee Pinjam adalah salah satu platform yang memfasilitasi perjanjian 

pinjaman secara online. Adanya perjanjian dalam pinjaman ini dapat mencegah terjadinya 

wanprestasi meskipun tetap menghadapi risiko tersebut. Pinjaman online melibatkan transaksi 

non tunai sehingga permasalahan seperti niat tidak melunasi cicilan dapat terjadi. Shopee Pinjam 

memfasilitasi kontrak pinjam-meminjam baik untuk pembelian dengan pembayaran angsuran 

maupun pinjaman uang dengan cicilan, menunjukkan bahwa Shopee adalah platform perbankan 

online dengan kinerja baik. 

 Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata serta 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengakui keabsahan bukti 

elektronik terkait informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Untuk memastikan 

perjanjian sah, harus memenuhi syarat subjektif (kesepakatan mengikat kedua pihak) dan syarat 

objektif (hal tertentu dan alasan yang sah). Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka perjanjian 

tersebut sah secara hukum. Apabila terjadi penyimpangan karena tidak terpenuhinya syarat-

syarat perjanjian, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Jika syarat subjektif tidak 

terpenuhi, kontrak dapat dibatalkan. Ketentuan hukum yang sama berlaku untuk kontrak yang 

mengatur perjanjian secara online, sebagaimana pada perjanjian konvensional. Dengan kata lain, 

perjanjian online tunduk pada hukum yang mengatur perjanjian konvensional karena subjek, isi, 

dan mekanisme perjanjian adalah sama, yang membedakan hanyalah media atau aplikasinya. 

Oleh karena itu, perjanjian online dan konvensional memiliki akibat hukum yang sama.
8
 

4). Ketentuan Suku Bunga Pinjaman dalam Shopee Pinjam 

  Shopeie i Pinjam adalah layanan pinjaman tuinai yang dituijuikan u intuik pe ingguina 

Shopeie i, Shopeie iPay, dan Shopeie i Pinjam de ingan prose iduir pe ingajuian yang mu idah dan aman. 

Layanan ini dike ilola langsu ing ole ih PT Leinteira Dana Nuisantara dan beirada di bawah 

pe ingawasan ke itat OJK (Otoritas Jasa Keiuiangan) seihingga dapat dipastikan ke iamanannya dan 

dapat diandalkan.  

  Di Shopeie i Pinjam, pe ingguina dapat me ingajuikan pinjaman dana mu ilai dari Rp 500.000,- 

de ingan teinor yang be iragam muilai dari tiga builan. Pe imbayaran Shopeie i Pinjam juiga dike inakan 

biaya buinga builanan uintuik pe imbayaran seicara me ingangsu ir (kreidit). Buinga yang dibeirikan uintuik 

angsu iran pinjaman seibe isar 1,95% peir builan. Seilain itui, apabila deibituir tidak dapat me ime inuihi 

batas waktui pe iluinasan, maka akan dike inakan buinga se ibeisar 5%, teirmasu ik buinga ke ite irlambatan 

pe imbayaran. Uintuik me ince igah adanya buinga ke ite irlambatan teirseibuit, maka pe ingguina wajib 

me imbayarkan angsu iran seibe iluim tanggal jatuih teimpo, yakni pe ir tanggal 5 seitiap bu ilannya.
9
 Atau i 

teimpo pe imbayaran diteintuikan pada saat aktivasi akuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shopeie i Pinjam me imbe irlakuikan de inda jika teirjadi ke ite irlambatan dalam pe imbayaran cicilan 

                                                      
8
 Ghazali, D.S. & Usman, R. Hukum Perbankan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 22. 

9
 https://help.shopee.co.id/portal/article/72485, [SPinjam] Apa itu SPinjam? Diakses pada 26 Februari 2024 

https://help.shopee.co.id/portal/article/72485
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bahkan jika ke ite irlambatan hanya satui hari. Deinda yang dike inakan adalah seibe isar 5% pe ir builan dari total 

tagihan yang haruis dibayarkan. De inda keiteirlambatan peimbayaran Shopeie i Pinjam teirseibuit akan 

dike inakan di hari peirtama ke iteirlambatan peimbayaran dan deinda Shopeiei Pinjam teirseibuit beirsifat 

akuimuilatif jika peingguina te irlambat ataui me inuinggak pe imbayaran tagihan leibih dari satui builan. Artinya, 

seimakin lama pe ingguina me inuinggak, maka de inda yang dike inakan akan se imakin tinggi. Seilain itui, ada 

konse ikuie insi lain jika nasabah te irlambat me imbayar tagihan Shopeiei Pinjam, yakni tagihan di builan 

be irikuitnya akan teirakuimuilasi deingan tagihan ke iteirlambatan. 

 

Fungsi dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kreditur Online Dalam 

Menerapkan Ketentuan 

1). Fungsi Pengawasan OJK 

 Pengawasan merupakan suatu proses, fungsi, dan prinsip administrasi yang bertujuan untuk 

mengetahui apa yang sedang terjadi sesuai dengan substansinya masing-masing. Apabila tidak dilakukan 

sebagaimana mestinya, maka diperlukan penyesuaian. Pengertian lain, pengawasan merupakan proses 

untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Dengan adanya pengawasan, hambatan yang muncul dapat diminimalisir dan diidentifikasi lebih awal 

sehingga tindakan perbaikan bisa segera diambil.
10

 

 Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK bertujuan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan yang 

terintegrasi terhadap seluruh keuangan di sektor jasa keuangan, baik di sektor jasa perbankan, pasar 

modal, dan Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 Pasal 1, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai lembaga independen dengan 

tanggung jawab untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang 

mempunyai peran dan fungsi mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dalam aktivitas lembaga 

jasa keuangan. Secara resmi, tanggung jawab pengawasan terhadap Industri Keuangan Non Bank dan 

Pasar Modal dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal 

Lembaga Keuangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Sementara itu, 

pengawasan di sektor perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 

dan pengawasan lembaga keuangan mikro mulai diambil alih pada tahun 2015. 

 Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

tujuan pembentukan OJK adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan 

terselenggara secara akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan, stabil, 

dan mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa 

Keuangan, diharapkan dapat mendukung secara menyeluruh kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga 

memperkuat daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi 

kepentingan nasional, termasuk dalam hal sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan 

kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. 

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi 

independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan 

berperan dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh 

kegiatan di sektor jasa keuangan. 

 Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama 

dari Otoritas Jasa Keuangan mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap: 

                                                      
10

 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 171-172 
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1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. 

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. 

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya atau Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB). 

2). Peran OJK dalam Pengawasan Kreditur Online 

 Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi finansial, atau yang dikenal sebagai 

financial technology (fintech) berbasis peer to peer lending, merupakan praktik atau metode pemberian 

pinjaman dana kepada individu atau bisnis, dan juga sebaliknya, memungkinkan pengajuan pinjaman 

kepada kreditur secara online. Metode ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan calon debitur tanpa 

perlu melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank sebagai perantara. 

 Pada dasarnya, sistem peer to peer lending ini beroperasi dengan konsep pasar online, di mana ia 

menjadi platform untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Dalam sistem peer to peer lending, pihak 

debitur akan dihubungkan secara langsung dengan kreditur. Dapat dikatakan bahwa peer to peer lending 

berfungsi sebagai pasar untuk aktivitas pinjam meminjam uang. 

 Perbedaan antara mekanisme bank konvensional dan sistem peer to peer lending adalah bahwa 

dalam bank konvensional, bank berperan sebagai perantara keuangan antara kreditur dan debitur. 

Perantara keuangan (financial intermediary) adalah pihak yang menyalurkan dana dari pihak yang 

memiliki uang lebih kepada pihak yang membutuhkan dana. 

 Peer to peer lending adalah layanan peminjaman yang mempertemukan kreditur dengan calon 

peminjam dalam satu platform, di mana proses transaksi dilakukan melalui media elektronik tanpa perlu 

adanya pertemuan secara tatap muka. Perjanjian pinjaman dalam peer to peer lending terjadi ketika 

seseorang menyetujui untuk memberikan pinjaman melalui situs web atau aplikasi, yang dioperasikan 

oleh penyedia layanan peer to peer lending, kepada peminjam dana selaku debitur. Berdasarkan 

prosedurnya, debitur mengajukan pinjaman dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan 

untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari pemberi pinjaman atau perusahaan penyedia layanan 

pinjaman online. Beberapa faktor seperti besarnya jumlah pinjaman, kelengkapan dokumen, serta 

riwayat kredit akan mempengaruhi keputusan pemberi pinjaman dalam menyetujui pinjaman yang 

diajukan oleh calon nasabah. Selanjutnya, apabila telah disetujui oleh pihak pemberi pinjaman, maka 

suku bunga pinjaman akan ditetapkan, dan pinjaman tersebut dicatat secara otomatis dalam aplikasi 

tersebut. 

 Adapun manfaat sistem peer to peer lending bagi pihak peminjam antara lain mendobrak inklusi 

keuangan dan mempermudah akses pinjaman dengan proses dan persyaratan yang lebih fleksibel. Bagi 

pemberi pinjaman atau investor, peer to peer lending menawarkan kesempatan berinvestasi dengan 

nominal yang rendah. Namun, selain keuntungan yang ditawarkan oleh sistem peer to peer lending, calon 

debitur juga perlu menyadari risiko seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, adanya biaya penalti untuk 

keterlambatan pembayaran, dan potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan 

pinjaman yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

 Dengan semakin pesatnya perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi, atau yang 

dikenal dengan financial technology atau fintech, diperlukan keseimbangan antara regulasi dan 

pengawasan yang jelas terhadap operasional bisnis ini. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), dijelaskan bahwa Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) bertugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

terpadu atas seluruh kegiatan di bidang jasa keuangan. Selanjutnya, pada Pasal 6, dinyatakan bahwa OJK 

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 
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1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya. 

 Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab dalam 

pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan sektor keuangan, termasuk layanan pinjaman uang 

berbasis fintech atau peer to peer lending (P2PL) yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank 

(IKNB) yang berada di bawah pengawasan OJK.
11

 

3). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Financial Technology (Fintech) di 

Indonesia 

 Menurut Pribadiono (2016), fintech merupakan perpaduan antara teknologi dan layanan 

keuangan atau dapat diartikan sebagai inovasi dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi 

modern. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan finansial teknologi atau fintech sebagai integrasi 

antara layanan keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, 

di mana transaksi yang awalnya memerlukan interaksi langsung dan penggunaan uang tunai kini 

diselesaikan secara digital dalam hitungan detik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

finansial teknologi atau fintech adalah sebuah layanan inovasi yang diciptakan dengan menggabungkan 

teknologi dan keuangan berbasis digital dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses 

kegiatan layanan jasa keuangan. 

 Sistem teknologi informasi mencakup rangkaian teknik yang berfungsi untuk mengumpulkan, 

menyiapkan, menyimpan, memproses, mempublikasikan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi 

dalam layanan jasa keuangan. Dalam perkembangannya, sistem ini terintegrasi dengan berbagai aktivitas 

ekonomi, sehingga terjadilah ekonomi digital atau yang dikenal ekonomi internet. Infrastruktur ekonomi 

digital mencakup penyediaan platform (kombinasi perangkat keras dan kerangka kerja perangkat lunak 

yang mendukung program), yang memungkinkan individu maupun organisasi untuk berinteraksi, 

berkolaborasi, serta mencari informasi. Dengan adanya platform yang dapat menjangkau keseluruhan 

lapisan masyarakat seluruh dunia, diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan berkolaborasi 

dengan partner bisnis melalui media elektronik sehingga dikenal sebagai elektronik bisnis (e-business).
12

 

4). Pengawasan OJK Terhadap Kredtiur Online Shopee Pinjam 

 Be irdasarkan Uindang-Uindang Nomor 21 Tahuin 2011, Otoritas Jasa Keiuiangan (OJK) adalah 

leimbaga ne igara yang didirikan uintuik me inye ile inggarakan pe ingatuiran dan peingawasan teirpadui teirhadap 

seiluiruih aktivitas di seiktor jasa keiuiangan, me incakuip seiktor peirbankan, pasar modal, dan se iktor jasa 

Induistri Keiuiangan Non Bank ataui IKNB seipe irti asu iransi, dana peinsiuin, leimbaga peimbiayaan, seirta 

be irbagai leimbaga jasa ke iuiangan lainnya. Peiratuiran OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 

me indeifinisikan Otoritas Jasa Ke iuiangan se ibagai leimbaga indeipe indein de ingan fuingsi, tu igas, dan 

we iweinang di bidang peingatuiran, peingawasan, peime iriksaan, dan peinyidikan. 

Dari peinge irtian teirseibuit, dapat disimpu ilkan bahwa Otoritas Jasa Ke iuiangan se ibagai leimbaga yang 

be irpeiran dalam me ingatuir, me ingawasi, seirta me ilinduingi  konsu ime in atas ke igiatan leimbaga jasa 

ke iuiangan. Pada tanggal 31 De iseimbe ir 2012, peingawasan teirhadap induistri ke iuiangan non bank dan pasar 

modal seicara reismi be iralih dari Keime inte irian Keiuiangan dan Bappeipam-LK (Badan Peingawas Pasar 

                                                      
11

 Ernasari, dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, 2017. 
12

 Dhea Khoirunisa,Nia Desy Arifiani,Muhammad Rizqi MaulanaEndang Kartini Panggiarti, “Analisis Peran 

Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di 

Indonesia “Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan ManajemenVol.2, No.3Juli2023e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-

5328, Hal 127-132DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108 
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Modal dan Leimbaga Keiu iangan) ke ipada Otoritas Jasa Keiuiangan. Peingawasan di seiktor peirbankan 

be irpindah kei OJK pada tanggal 31 De ise imbe ir 2013, seime intara peingawasan teirhadap leimbaga ke iuiangan 

mikro dialihkan pada tahuin 2015. Meinuiruit Pasal 4 Uindang-Uindang Nomor 21 Tahuin 2011 teintang 

Otoritas Jasa Keiuiangan, OJK dibeintuik de ingan tu ijuian agar seiluiruih aktivitas di seiktor jasa keiuiangan 

dapat dilaksanakan seicara aku intabeil, beirkontribuisi teirhadap sisteim ke iuiangan yang tu imbuih seicara 

be irke ilanjuitan dan stabil, seirta me ilinduingi ke ipe intingan konsu ime in mau ipuin masyarakat. 

 De ingan aadanya Otoritas Jasa Ke iuiangan, diharapkan leimbaga ini diharapkan dapat me induikuing 

seiluiruih aspeik se iktor jasa ke iuiangan seicara kompre ihe insif, seihingga dapat me impe irku iat daya saing 

e ikonomi. OJK juiga diharapkan mampu i me ilinduingi ke ipeintingan nasional, teirmasu ik aspeik su imbe ir daya 

manuisia, peinge ilolaan, manajeime in pe inge indalian, dan ke ipe imilikan di seiktor jasa ke iuiangan deingan teitap 

me impeirtimbangkan aspeik positif globalisasi. Otoritas Jasa Ke iuiangan didirikan beirdasarkan prinsip-

prinsip tata ke ilola yang baik, me incakuip inde ipe indeinsi, aku intabilitas, peirtangguingjawaban, transparansi, 

dan keiadilan.
13

 

Otoritas Jasa Keiuiangan be irtuijuian uintuik me ine irapkan sisteim pe ingatuiran dan pe ingawasan yang 

teirpadui teirhadap seiluiruih ke igiatan di seiktor jasa ke iuiangan. Be irdasarkan Pasal 6 U indang-Uindang Nomor 

21 Tahuin 2011, Otoritas Jasa Keiuiangan beirpeiran uitama dalam me ingatuir dan me ingawasi: 

1. Keigiatan jasa keiuiangan di seiktor peirbankan. 

2. Keigiatan jasa keiuiangan di seiktor pasar modal. 

3. Keigiatan jasa ke iuiangan di seiktor asuiransi, dana pe insiuin, leimbaga pe imbiayaan, dan leimbaga jasa 

ke iuiangan lainnya ataui Indu istri Jasa Keiuiangan Non Bank (IKNB). 

Se icara uimuim, OJK me imiliki tiga peiran uitama seibagai beiriku it:  

a. Pengaturan 

 Otoritas Jasa Keiu iangan be irtuigas me ine itapkan peiratuiran peilaksanaan dari u indang-uindang, 

pe iratuiran peiruindang-uindangan di se iktor jasa ke iuiangan, se irta atuiram dan ke ipuituisan yang be irkaitan 

de ingan seiktor jasa ke iuiangan. 

b. Pengawasan  

a. Otoritas Jasa Keiuiangan me ilakuikan pe inge ilolaan dan peingawasan uintuik me imastikan bahwa keigiatan 

pe iruisahaan beirjalan seisuiai de ingan reincana yang te ilah disuisuin, teirmasu ik proseis, sisteim, dan hasil yang 

diharapkan. 

b. Meinceigah dan me inguirangi ke imuingkinan pe inyimpangan oleih karyawan. 

c. Meimfasilitasi peinceigahan dini teirhadap masalah yang mu igkin timbu il. 

d. Meingontrol biaya opeirasional. 

e i. Meimastikan teircapainya tuijuian peiruisahaan. 

c. PerlindunganeKonsumenadanoMasyarakat  

 Dalamkirangka me ilinduingi konsu ime inkidan masyarakat, OtoritaskiJasa Keiuiangan me impuinyai 

ke iweinanganmuintuik be irtindak dalam me ince igahkke iruigian konsuime inwdanmmasyarakat. Salah satui uipaya 

pe irlinduingannya adalah de ingan me iwajibkan leimbaga jasa ke iuiangan uintuik be irheinti beiropeirasi jika 

me inimbuilkan risiko bagi masyarakat. 

 Otortitas Jasa Keiu iangan seibagai leimbaga re ismi be irtangguing jawab atas peinge indalian dan 

pe ingawasan keigiatan di seiktor ke iuiangan. OJK me imiliki du ia fuingsi uitama, yakni me ilaku ikan pe ingawasan 

teirhadap seiktor ke iuiangan u intuik me imastikan inteigrasi ke igiatan teirseibuit, seirta me inge ilola sisteim re iguilasi. 

Dalam pe iran ini, OJK beirtindak seibagai peimbe iri izin peinye ile inggaraan sisteim dan se ibagai peimbe iri 

pe irseituijuian teirhadap peingajuian peindaftaran. Seilain itu i, OJK juiga me imiliki we iwe inang u intuik me ine irima 

laporan beirkala me inge inai aktivitas peinye ile inggaraan sisteim pinjam me iminjam be irbasis teiknologi.  

 Salah satui cara dalam me imbanguin ke ise ijahteiraan masyarakat adalah de ingan me iwuijuidkan 
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pe ireikonomian yang be irke ilanjuitan dalam se iktor ke iuiangan. Duikuingan teirhadap peilaksanaan 

pe imbanguinan e ikonomi ini dilaku ikan me ilaluii peimbuiatan reiguilasi yang dike ilola oleih Otoritas Jasa 

Keiuiangan seibagai leimbaga yang me imiliki we iwe inang te irkait peimbanguinan di bidang e ikonomi 

ke iuiangan. Be irdasarkan Pasal 4 hingga Pasal 9 U indang-Uindang Re ipuiblik Indone isia Nomor 21 Tahuin 

2011 teintang Otoritas Jasa Keiuiangan, dijeilaskan me ingani tuijuian, fuingsi, tuigas, dan weiwe inang dari 

Otoritas Jasa keiuiangan seibagai beiriku it: 

Pasalm4  

 OJKndibeintuikkde inganntuijuiannagarnseiluiruihnke igiatan di dalam seiktor jasa ke iuiangan:  

a.   Teirseileinggaranseicarante iratuir,nadil,ntransparan,ndan aku intabeil 

b. Mampuikme iwuijuidkannsisteimkke iuiangankyangmtuimbuih seicara beirke ilanjuitan dan stabil 

c.  Mampuimme ilinduingikke ipe intingankkonsu ime in dankmasyarakat 

 Be irdasarkan Pasal 58Uindang-Uindang8Nomor821 Tahuin 20118teintang OtoritasoJasa 

Keiuiangang(seilanjuitnyamdiseibuitmUiUimOJK), me inyatakanmbahwa OJK beirfuingsimme inye ile inggarakan 

sisteim9pe ingatuiranmdanmpe ingawasanhyang teirinteigrasimteirhadapmke ise iluiruihan ke igiatanmdi dalam 

seiktor jasa ke iuiangan.  

 Keimuidian, pada Pasalm6 me inye ibuitkan bahwa OJKmme ilaksanakanmtu igas pe ingatuiran 

danmpe ingawasan teirhadap:  

1.  Keigiatan jasaakeiuiangan dimse iktor peirbankan;  

2.  Keigiatan jasa keiuiangan di seiktor pasarmmodal; dan  

3. Keigiatan jasamke iuiangan di seiktormpe irasu iransian, dana peinsiuin,mle imbaga pe imbiayaan,mdan 

leimbaga jasamke iuianganmlainnya.  

 Keimuidian pada Pasal 7 Uindang-Uindang OJK, juiga dije ilaskan bahwa dalam me ilaksanakan tuigas 

pe ingatuiran dan peingawasan di seiktor pe irbankan  seibagaimana dimaksu id dalam Pasal 6 huiruif a, Otoritas 

Jasa Keiuiangan meimpuinyai we iwe inang:  

a. Peingatuiran dan peingawasan me inge inai ke ileimbagaan bank yang me ilipuiti: 

1. Peirizinan  uintuik  pe indirian  bank,  peimbuikaan  kantor  bank,  anggaran  dasar,  re incana  ke irja, 

ke ipeimilikan, ke ipe inguiruisan dan suimbe ir daya manu isia, me irge ir, konsolidasi dan aku isisi bank, se irta 

pe incabuitan izin uisaha bank; dan  

2. Keigiatan uisaha bank, antara lain suimbe ir dana, peinye idiaan dana, produik hibridasi dan aktivitas di 

bidang jasa;  

b. Peingatuiran dan peingawasan me inge inai ke iseihatan bank yang me ilipuiti :  

1.kLikuiiditas,eireintabilitas,eisolvabilitas,eikuialitaseiaseit,krasiokke icuikuipankimodal  

minimuim,kibataskmaksimu imkipe imbe iriankikre idit,kirasiokipinjamankiteirhadap simpanan, dan 

pe incadangan bank;  

2. Laporan bankiyang te irkait deingan ke ise ihatankidan kineirja bank;  

3. Sisteim informasikde ibituir;  

4. Peinguijian kreidit (creidit te isting); dan  

5. Standarkiakuintansi bank;  

c. Peingatuiran dan peingawasan me inge inai aspeik ke ihati-hatian bank, me ilipuiti :  

1. Manajeime inkrisiko;  

2. Tata ke ilolakbank;  

3. Prinsip meinge inalknasabah dan antikpe incuician uiang; dan  

4. Peince igahan peimbiayaankte irorisme i dan keijahatan pe irbankan; dan  

d. Peime iriksaankbank.  

Pasalk8  

 Uintuikkme ilaksanakanktuigaskpe ingatuirankiseibagaimanakdimaksu idkdalam Pasalk6,  Otoritas Jasa 

Keiuiangan meimpuinyai we iwe inang :  

a. Meineitapkan peiratuiran peilaksanaan Uindang-Uindang ini;  
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b. Meineitapkan peiratuiran peiruindang-uindangan di seiktor jasa keiuiangan;  

c. Meineitapkan peiratuiran dan ke ipuituisan Otoritas Jasa Ke iu iangan;  

d. Meineitapkan peiratuiran me inge inai peingawasan di seiktor jasa keiuiangan 

e i. Meineitapkan ke ibijakan me inge inai peilaksanaan tuigas Otoritas Jasa Keiuiangan;  

f. Meine itapkan peiratuiran me inge inai tata cara peine itapan peirintah teirtuilis teirhadap Leimbaga  Jasa 

Keiuiangan dan pihak teirteintu i;  

g. Me ineitapkan peiratuiran me inge inai tata cara peine itapan peinge ilola statuitei pada Leimbaga Jasa Keiuiangan;  

h. Meineitapkan struiktuir organisasi dan infrastru iktuir, se irta me inge ilola, me ime ilihara, dan me inatauisahakan 

ke ikayaan dan ke iwajiban; dan  

i. Meine itapkan peiratuiran me inge inai tata cara peinge inaan sanksi seisuiai deingan ke ite intuian  pe iratuiran 

pe iruindang-uindangan di seiktor jasa ke iuiangan.  

Pasal 9  

 Uintuik me ilaksanakan  tuigas  peingawasan  seibagaimana  dimaksu id  dalam  Pasal  6,  Otoritas  

Jasa Keiuiangan meimpuinyai we iwe inang :  

a. Meineitapkan ke ibijakan ope irasional peingawasan teirhadap keigiatan jasa keiuiangan;  

b. Meingawasi peilaksanaan tuigas pe ingawasan yang dilaksanakan oleih Keipala Eikse ikuitif;  

c. Meilakuikan  peingawasan, peime iriksaan, peinyidikan, peirlinduingan konsu ime in, dan tindakan  lain 

teirhadap Leimbaga Jasa Ke iuiangan, peilakui, dan/ataui pe inuinjang ke igiatan jasa ke iuiangan se ibagaimana 

dimaksu id dalam pe iratuiran pe iruindang-uindangan diseiktor jasa keiuiangan;  

d. Meimbe irikan pe irintah teirtuilis keipada leimbaga jasa ke iuiangan dan/ataui pihak teirte intui;  

e i. Meineitapkan peinuinjuikan pe inge ilola statuite ir; 

f. Meineitapkan peingguinaan pe inge ilola statuite ir;  

g. Me ine itapkan  sanksi  admnistratif  teirhadap  pihak  yang  me ilakuikan  pe ilanggaran  teirhadap   pe iratuiran 

pe iruindang-uindangan di seiktor jasa ke iuiangan; dan 

h. Meimbe irikan dan/ataui me icabuit;  

1) izin uisaha;  

2) izin orang peirseiorangan;  

3) eifeiktifnya peirnyataan peindaftaran;  

4) suirat tanda teirdaftar;  

5) peirseituijuian meilakuikan ke igiatan uisaha;  

6) peinge isahan;  

7) peirseituijuian ataui pe ineitapan peimbuibaran; dan  

8) peineitapan lain 

 Be irdasarkan pada pasal teirseibuit, OJK beirpeiran dalam pe ingatuiran dan peingawasan teirhadap 

pe irtuimbuihan induistri finteich, teirmasu ik layanan pinjaman be irbasis teiknologi finansial ataui finteich pe ieir 

to peie ir leinding (P2PL), yang me iruipakan bagian dari Indu istri Keiuiangan Non-Bank (IKNB) di bawah 

pe ingawasan OJK.
14

 

 Pasal 1754 KUiH Peirdata me ingatu ir bahwa seitiap orang yang me imbe irikan pinjaman be iruipa uiang 

ataui barang ke ipada pihak lain, haruis me ine irima pe inge imbalian seisuiai deingan ke iseipakatan yang te ilah 

dibuiat seibe iluimnya. Pasal ini me injadi dasar huikuim dalam pinjam me iminjam khu isuisnya pada leimbaga 

konve insional seipe irti bank.  

 Atuiran teirkait pinjam me iminjam me ingguinakan siste im pe ie ir to pe ie ir leinding diatuir dalam 

Pe iratuiran Otoritas Jasa Ke iuiangan Nomor 10/POJK.01/2022 teintang Layanan Peindanaan Beirsama 

Be irbasis Teiknologi Informasi (LPBBTI). Pasal 2 ayat 6 POJK me inyatakan bahwa “Peinye ile inggara 

Layanan Pinjam Meiminjam Uiang Be irbasis Teiknologi Informasi, se ilanjuitnya diseibuit peinye ileinggara, 
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adalah badan huikuim Indone isia yang me inye idiakan, me inge ilola, dan me ingope irasikan layanan pinjam 

me iminjam uiang beirbasis teiknologi informasi”.  

 De imikian puila dalam Pasal 1 ayat 8 me inye ibuitkan “Pe inye ileinggara LPBBTI, yang seilanjuitnya 

diseibuit pe inye ileinggara adalah badan huikuim Indoneisia yang me inye idiakan, me inge ilola, dan 

me ingope irasikan LPBBTI baik se icara konve insional ataui be irdasarkan prinsip syariah”. Se ime intara itui, 

Pasal 2 ayat 9 me inye ibuitkan bahwa “Peineirima dana adalah orang peirseiorangan, badan huikuim, dan/ataui 

badan uisaha yang me ine irima peindanaan”. 

Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Kreditur Online Aplikasi Shopee 

Pinjam Apabila Melanggar Ketentuan Batas Bunga Pinjaman 

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), melanjutkan 

POJK Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi ini bertujuan mendorong pertumbuhan dan mengurangi risiko di 

industri. Salah satu ketentuan penting adalah pembatasan penerima dana untuk tidak menerima 

pendanaan melalui lebih dari tiga penyelenggara. Selain itu, regulasi ini mengatur batas maksimum 

manfaat ekonomi yang dapat dikenakan penyelenggara, seperti bunga, biaya administrasi, dan biaya 

lainnya, dengan persentase yang berbeda berdasarkan jenis pendanaan (produktif atau konsumtif). Untuk 

pendanaan produktif, batas maksimum ditetapkan 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan, berlaku 

mulai 1 Januari 2024. Untuk pendanaan konsumtif, batas maksimum adalah 0,3% per hari kalender, 

berlaku mulai 1 Januari 2024. 

 SEOJK juga mengatur pengelolaan data dan informasi pengguna, memastikan penyelenggara 

hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pengguna dengan persetujuan tertulis. Data pribadi 

pengguna harus diamankan dan tidak boleh disebarkan tanpa persetujuan. Selain itu, ada ketentuan 

mengenai penagihan yang etis dan perlindungan konsumen serta masyarakat dari praktik yang tidak 

sehat di sektor jasa keuangan. Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelenggara wajib mengirimkan surat 

peringatan dan mengikuti prosedur penagihan yang telah diatur oleh OJK. Semua regulasi ini diharapkan 

dapat melindungi konsumen dan mendukung perkembangan industri fintech lending secara sehat dan 

bertanggung jawab. 

Akibat Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Sistem Pembayaran Shopee Pinjam dalam 

Transaksi Elektronik 

1). Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Terlambat Membayarkan Tagihan Shopee Pinjam 

 Wainprestaisi yaing terjaidi da ilaim pengguna ia in laiya ina in Shopee Pinjaim umumnya i disebaibka in oleh 

debitur yaing tida ik mela ikuka in oemba iya ira in taigiha in ya ing terhutaing. Wa inprestaisi daipa it berupai tidaik 

memba iya ir taigiha in sesuaii taingga il ya ing telaih ditentuka in, a ita iu baihka in tidaik memba iya ir ta igiha in sa ima i 

seka ili. Tindaika in wa inpresta isi ini merujuk paida i keterlaimba itain a itaiu ketidaikmaimpua in debitur untuk 

memenuhi kewaijibainnya i. 

 Shopee telaih mena iwa irka in opsi taingga il pemba iya ira in taigiha in Shopee Pinjaim setiaip bulainnya i. 

Detaiil mengena ii opsi taingga il pemba iya ira in ta igihain tercaintum da ilaim sya ira it dain ketentuain pengguna ia in 

Shopee Pinjaim, ya ing dia itur sebaiga ii berikut.
15

 

 

a. baigi pengguna i ya ing mela ikuka in a iktiva isi SPinjaim setela ih taingga il 17 Aipril 2024,kma ika i ta ingga il jaituh 

tempo pinjaima in a ika in jaituh paida i hairi ya ing saima i denga in taingga il penga ijuain pinjaima in. Penggunai 

yaing mela ikuka in a iktiva isi SPinjaim sebelum taingga il 16 Aipril 2024 aika in menerima i notifika isi aitaiu 
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pemberitaihuain terkaiit forma it ta ingga il jaituh tempo ya ing ba iru saia it menga ijuka in pinjaima in ba iru di 

aintairai bulain Aipril hingga i Mei. 

b. untuk pengaijuain pinjaima in 3 bulain paida i taingga il 5 Mei 2024, ma ika i ta ingga il ja ituh tempo debitur 

aidailaih: 

5 Juni 2024 

5 Juli 2024 

5 Aigustus 2024 

c. Kairenai beberaipai bulain tida ik memiliki taingga il 29/30/31, jika i debitur meminjaim pa ida i taingga il 

tersebut, ma ika i ta ingga il jaituh tempo berikutnya i aika in mengikuti ke taingga il 1 bulain berikutnyai.  

Contoh: 

Cailon debitur menga ijukain pinjaima in denga in jaingka i wa iktu 3 bulain paida i taingga il 30 Mei 2024. 

Taingga il jaituh temponya i a ida ilaih: 

1 Juli 2024 

1 Aigustus 2024 

1 September 2024  

 Pa idai sa iait penulisain skripsi ini dilaikuka in, belum a ida i putusain terka iit sengketai wa inprestaisi 

dailaim penggunaia in laiya ina in Shopee Pinjaim. Na imun pa idai praiktiknya i, suda ih aidai ka isus wainprestaisi 

yaing telaih terjaidi dailaim pengguna ia innya i. Sa ilaih saitu contoh wainprestaisi dailaim pengguna ia in Shopee 

Pinjaim terjaidi ketika i pengguna i (debitur) terlaimba it a itaiu tidaik memba iya ir taigiha in ya ing telaih 

diterbitkain sesuaii denga in taingga il ya ing telaih ditentuka in da in dipilih paidai sa ia it aiwa il menda iftair laiya ina in 

Shopee Pinjaim. 

 Berdaisairka in ha isil ya ing diperoleh, penulis memperoleh berbaiga ii faiktor dain a ilaisain ya ing 

menyeba ibka in debitur terlaimba it memenuhi kewa ijibainnya i, a intairai laiin: 

ai. Debitur lupai a ika in taingga il jaituh tempo ya ing suda ih ditetaipka in oleh Shopee Pinjaim 

b. Debitur beraidai di da ilaim kea ida ia in mema iksa i (force ma ijeur), seperti paindemi Covid 19 ya ing 

menyeba ibka in debitur kehila inga in pekerjaiainnya i.  

c. Sebaiga ii seoraing pekerja i, debitur terlaimba it menerima i ga iji dairi perusaiha iainnya i sehingga i belum 

memiliki uaing untuk mela ikuka in pembaiya ira in.  

d. Debitur ingin mengeta ihui besairain dendai ya ing dikenaika in oleh Shopee Pinjaim a ita is keterlaimba ita in 

pembaiya ira in. Sesuaii denga in sya ira it dain ketentuain ya ing berlaiku, Shopee Pinjaim menera ipka in dendai 

sebesair 5% dairi totail taigiha in per hairi sebaiga ii konsekuensi dairi keterlaimba ita in pemba iya irain. 
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 Menurut informa isi yaing dikumpulka in oleh penulis da iri situs Shopee, pihaik Shopee telaih 

menga imbil beberaipa i laingka ih untuk mena ingga ipi keterlaimba itain pemba iya ira in ya ing dilaikuka in oleh 

debitur. Beberaipa i tindaika in ya ing dila ikuka in oleh pihaik Shopee aida ilaih:  

1. Penyaimpa iia in Informa isi Ca irai Ba iya ir di Taihaip Aiwa il.  

Shopee Pinjaim a ika in mengirimka in SMS aitaiu pesain ke nomor ponsel debitur sebelum taingga il jaituh 

tempo untuk menginga itka in naisa ibaih tentaing pemba iya ira in cicilain pinjaima in.  

2. Mnecega ih debitur untuk menga ijukain pinjaima in mela ilui Shopee Pinjaim di a iplikaisi Shopee saimpa ii 

taigiha in mereka i lunais.  

3. Menguraingi limit Shopee Pinjaim.  

4. Pihaik Shopee daipait mela ikuka in pembekuain a ikun Shope debitur.  

5. Peringa itain Wairning Letter telait baiya ir  

 Setelaih lewait dairi taingga il jaituh tempo, biaisainya i terda ipait periode tengga ing (gra ice period) 

selaima i 3 ha iri, tim penaigih a ika in memula ii upaiya i denga in mengirim pesain kepa ida i untuk menginga itka in 

mereka i a iga ir segera i memba iya ir pinjaima in. Sesuaii denga in POJK 35/POJK.05/2018,kOJK menega iska in 

baihwai perusaiha iain pembia iya ia in diwaijibkain untuk melaikuka in penaigiha in dengain memberika in surait 

peringa itain sesuaii jaingka i wa iktu ya ing tela ih disepaika iti da ilaim perjainjiain pembia iya ia in. Surait peringaitain 

tersebut minima il hairus mencaikup informa isi tentaing:  

ai. jumlaih ha iri keterlaimba ita in pembaiya ira in  

b. outstainding pokok hutaing ya ing belum diba iya ir  

c. bungai ya ing ma isih hairus dibaiya ir, dain  

d. dendai ya ing ha irus ditainggung 

6. Penaigiha in Lewait Telepon  

 Untuk meningka itka in intensitais penaigiha in, jikai debitur tidaik memberika in respon, tim pena igih 

Shopee Pinjaim a ika in mengguna ika in pa inggilain telepon laingsung seba iga ii laingka ih berikutnyai di Desk 

Collection. Painggila in telepon bisai juga i dilaikuka in secairai otoma itis mengguna ika in sistem robotik 

untuk mema istika in efektivita is penaigihain. Intensitais painggilain telepon daipait ditingka itka in untuk a ikun 

penggunai ya ing dinilaii memiliki risiko tinggi terha ida ip kega iga ila in ba iya ir a itaiu ka ibur. Selaiin telepon, 

penginga it pemba iya irain juga i daipait dikirim mela ilui emaiil, notifika isi, aiplikaisi, SMS, aitaiu sairaina i 

elektronik laiinnyai da ipait sebelum da in sesudaih taingga il jaituh tempo.  

 Metode komunika isi ini meja idi bukti baihwai Shopee Pinjaim telaih melaikuka in upa iya i ma iksima il 

untuk menghubungi da in menginga itka in debitur aitais kewa ijibain pembaiya ira in ya ing ma isih tertungga ik. 

 



Page 

17 
 

7. Penaigiha in Melailui Kunjunga in Laipainga in 

 Jika i debitur tidaik merespon pemberitaihuain da in painggilain telepon denga in baiik, tim pena igih 

Shopee Pinjaim a ika in mela ikuka in kunjungain laingsung ke ruma ih debitur untuk melaikuka in penaigiha in. 

Di situs resmi Shopee, disebutka in baihwa i mereka i a ika in mela ikuka in penaigiha in laipainga in untuk 

naisaibaih ya ing terlaimba it melaikuka in pembaiya ira in.  

Penyeba ib Penaigihain Shopee Pinjaim ke Ruma ih.  

 Setelaih mengeta ihui prosedur penaigiha in ya ing dilaikuka in oleh pihaik SPinjaim, selainjutnya i aika in 

dibaihais mengena ii penyeba ib menga ipa i Shopee Pinjaim mela ikuka in pena igiha in ke ruma ih pengguna i. 

Terdaipait duai a ilaisain menga ipa i pihaik Shopee Pinjaim mendaita ingi ruma ih pengguna i, a intairai laiin:  

ai. Keterlaimba itain Lebih dairi 30 Hairi  

 Seperti ya ing suda ih dijelaiska in sebelumnya i, pena igiha in dilaikuka in ketika i penggunai tidaik 

kunjung memba iya ir cicilain Shopee Pinjaim lebih dairi 30 ha iri. Setelaih melewaiti 30 ha iri, ma ika i dendai 

dairi Shopee Pinjaim a ika in bertaimba ih da in hairus segerai dibaiya irka in.  

b. Tidaik Merespon Penaigiha in Online  

 Penyeba ib keduai a ida ilaih ka irenai tidaik a ida inya i respon ketika i pengguna i ditaigih secairai online 

oleh pihaik Shopee. Sebaiga ii upaiya i teraikhir, penaigiha in a ika in dilaikuka in mela ilui telepon kepaida i kontaik 

dairurait. Jika i tetaip tidaik a ida i respon, ma ika i penaigiha in la ipainga in a ika in dilaikuka in. Kunjungain laipa inga in 

dilaikuka in jika i komunika isi penaigiha in mela ilui telepon da in mediai komunika isi laiinnya i (seperti emaiil 

dain messaiging) tidaik efektif a itaiu bilai dipa indaing perlu kunjungain. Perusaihaia in pinja ima in online daipait 

bekerjai saima i dengain piha ik ketiga i daila im ra ingka i efisiensi dain efektivitais operaisionail dengain 

mema ituhi ketentuain dain kode etik dairi aisosiaisi sertai regula isi OJK terkaiit penaigiha in aitais ka isus ga iga il 

baiya ir.  Na imun perlu diperhaitikain baihwa i Shopee Pinjaim merupaika in perusaiha iain pembiaiya ia in ya ing 

telaih terdaiftair dain diaiwa isi OJK, sehingga i proses penaigiha in ya ing dilaikuka in mela ilui kunjunga in 

laipa inga in sesuaii denga in pera iturain ya ing ditetaipka in oleh OJK terkaiit penainga ina in ka isus ga iga il baiya ir.  

8. Penaigiha in ke Tema in, Saiudaira i, Keluairga i  

 Secairai teori, prosedur ini dimungkinka in ka irenai POJK tidaik melaira ingnya i. Na imun, pihaik 

Shopee Pinjaim a ika in melaikuka in penaigiha in denga in ca irai menghubungi kelua irga i, tema in, a itaiu pihaik 

laiin ya ing terka iit dengain peminjaim jikai nomor telepon terdaiftair sebaiga ii konta ik da irurait.  

9. Pelaiporain ke SID OJK da in BI Checking  

 Selaiin mela ikuka in pena igiha in, perusaihaia in pembia iya iain wa ijib mela iporka in keterlaimba ita in 

pembaiya ira in na isaiba ih ke SID OJK a ita iu ya ing da ihulu dikena il sebaiga ii BI Checking. Ha il ini berdaimpa ik 

paidai caitaita in kredit buruk ba igi naisa ibaih ya ing menungga ik di Shopee Pinjaim. Ha il ini naintinyai a ika in 

mengha imba it kemungkina in untuk menda ipaitka in persetujuain pinjaima in da iri ba ink a itaiu lemba igai 

keua inga in la iinnyai. Penting untuk diinga it ba ihwai ca itaitain kredit menjaidi faiktor penting da ilaim 

memnentuka in persetujuain (aipprovail) pinjaima in di lemba iga i keua inga in.  
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10. Penaigiha in oleh Debt Collector  

 Secairai umum, fintech lebih meneka inka in pena igihain mela ilui telepon di desk collection. 

Naimun, jika i naisaiba ih tidaik da ipait dihubungi, bairulaih proses kunjungain laipainga in (field collection) ke 

ruma ih a itaiu ka intor dilaikuka in. Penaigiha in hutaing di la ipainga in (field collection) da ipait bekerjai saima i 

dengain pihaik ketiga i seperti aigency collection (aigen penaigihain) a itaiu dikenail seba iga ii debt collector 

(DC). Pengguna iain aigency dilaikuka in sebaiga ii ba igia in da iri efisiensi operaisionail.  

Solusi Mengha idaipi Debt Collector Shopee Pinjaim:  

1. Temui Penaigih Shopee Pinjaim  

 Pertaima i, pengguna i disaira inka in untuk bertemu denga in penaigih aita iu debt collector Shopee 

Pinjaim ya ing da ita ing ke ruma ih. Usa iha ika in jainga in menghindair ka irenai ha il ini daipa it memperpa injaing 

penyelesaiia in ma isa ilaih. Temui debt collector dain laikuka in negosiaisi untuk menemuka in solusi terbaiik.  

2. Laikuka in Negoisa isi Pemba iya irain  

 La ikuka in negoisaisi pemba iya ira in taigiha in Shopee Pinja im denga in memintai ta imba ihain wa iktu 

untuk meluna isi seluruh taigiha in. Naisaiba ih juga i daipa it memintai keringa ina in dendai kepaida i pihaik terka iit.  

3. Laikuka in Pelunaisain  

 Aipa ibilai pengguna i tidaik ingin berurusain kemba ili denga in debt collector Shopee Pinjaim, 

debitur sebaiiknya i melunaisi seluruh taigiha in, terma isuk bunga i dain dendai ya ing dibeba inka in. Jika i semua i 

sudaih dilunaisi, ma ika i pena igih tidaik a ika in la igi da itaing ke ruma ih. Oleh ka irenai itu, cailon naisa ibaih ya ing 

menga imbil pinjaima in online, hairus bersiaip untuk dikunjungi oleh debt collector ke ruma ih a itaiu 

kaintor, terutaima i jikai terjaidi penunggaika in pembaiya ira in hutaing lebih dairi 30 hairi.  

 Sejumlaih ketentuain dain peraiturain dairi OJK terkaiit caira i kerjai dain perilaiku pena igihain debt 

collector di Shopee Pinjaim a intairai laiin sebaiga ii berikut: 

1. Tainggung Ja iwa ib Perusaiha iain  

 POJKkNo.35/POJK.05/2018 tentaing Penyelengga ira ia in Usa ihai Perusaihaia in Pembia iya ia in 

menega iska in ba ihwai perusaiha iain pembia iya ia in da ipait melaikuka in kerjai sa ima i denga in pihaik la iin untuk 

mela ikuka in fungsi penaigihain kepa idai debitur. Perusaiha ia in pembiaiya ia in wa ijib menua ingka in 

kerjaisa ima inya i dengain pihaik la iin dailaim bentuk perjainjiain tertulis berma iteraii. Persya ira itain untuk kerjai 

smaia i dengain pihaik la iin meliputi:  

ai. pihaik la iin tersebut berbentuk baida in hukum;  

b. pihaik laiin tersebut memiliki izin dairi instainsi berwena ing; dain  

c. pihaik la iin tersebut memiliki sumber da iya i ma inusiai ya ing telaih memperoleh sertifika isi di bidaing 

penaigiha in dairi lemba iga i sertifikaisi profesi di bidaing pembia iya ia in.  
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 Perusaiha ia in pembiaiya ia in bertainggung jaiwa ib penuh aitais segaila i konsekuensi ya ing mungkin 

timbul dairi kerjai saima i tersebut dain waijib melaikuka in eva iluaisi secairai berkailai terhaidaip kerjai saima i 

dengain pihaik la iin.  

2. Sertifikaisi Collector AiPPI (Aisosiaisi Perusaiha iain Pembia iya ia in Indonesiai) 

 Sesuaii dengain POJK, tenaiga i pena igih wa ijib memperoleh sertifikaisi ya ing dikelua irka in oleh 

AiPPI. Oleh ka irenai itu, debt collector laipainga in ya ing diguna ika in oleh perusaiha iain multifinaince hairus 

memiliki sertifikaisi untuk da ipait mela iksa inaika in proses penaigiha in, terma isuk kunjunga in laipa inga in.  

3. Penainga ina in Kaisus Penaigiha in oleh Debt Collector  

 Aipa ibilai Debt Collector melaikuka in konta ik denga in pengguna i da in melibaitka in aincaima in a itaiu 

tindaik kekera isain laiinnya i, ma ika i penggunai da ipa it melaiporka in ke pihaik ya ing berwenaing, seperti 

Kepolisiain Republik Indonesiai.  

 Selaiin itu, pengguna i juga i berhaik untuk mela iporka in ke OJK mela ilui kontaik OJK 157, 

terutaima i jikai perusaiha iain telaih terdaiftair/berizin di OJK. 

2). Penyelesaian Sengketa 

a. JeniskPenyelesaiankSengketa dikIndonesia 

 Menurut Kaimus Besa ir Ba iha isai Indonesiai (KBBI), sengketa i a idailaih sesuaitu ya ing menyeba ibka in 

perbedaia in pendaipa it, pertengka irain, perbaintaiha in; pertikaiia in; perselisihain; perka irai di pengaidilain. 

Menurut Aili Aichmaid, menjelaiska in ba ihwa i sengketa i a ida ilaih pertentainga in a intaira i duai piha ik a ita iu lebih 

yaing bera iwa il dairi persepsi ya ing berbedai tentaing sua itu kepentingain a itaiu ha ik milik ya ing da ipa it 

menimbulka in a ikiba it hukum ba igi kedua inya i.16
 Menurut Taikdir Raihma idi, sengketa i a idailaih situaisi dain 

kondisi dima ina i ornaig-ora ing sa iling menga ila imi perselisihain ya ing bersifait faiktua il ma iupun 

perselisihain menurut persepsi mereka i saijai. Da iri pengertiain-pengertiain tersbut, da ipait disimpulka in 

baihwai sengketai a ida ilaih pertentainga in di a intairai dua i piha ik a ita iu lebih ya ing diseba ibka in oleh perbedaia in 

paindainga in mengena ii suaitu hail. Daila im konteks hukum perjainjiain, sengketai merujuk paida i 

perselisihain ya ing timbul a intairai piha ik-piha ik ya ing terlibait dailaim perjainjiain perjainjiain ka irena i 

pelaingga ira in terhaida ip kesepaika ita in ya ing terca intum di daila im kontraik, ba iik sebaigia in ma iupun 

keseluruhain. Ini mengindika isikain aida inya i wa inprestaisi oleh pairai pihaik a itaiu sailaih saitu pihaik ka irena i 

tidaik dipenuhinya i kewa ijiba in ya ing ha irus dilaikuka in a itaiu dipenuhi naimun kura ing a ita iu berlebihain, 

yaing a ikhirnya i mengaikiba itka in kerugiain ba igi pihaik-piha ik ya ing terlibait.17
 

 Perselisihain ya ing timbul a intairai pa irai pihaik, ha irus diselesaiika in sedemikia in rupai untuk 

memberika in kea idilain dain kepa istiain hukum ba igi pa irai pihaik ya ing bersengketai. Secairai umum, 

penyelesaiia in sengketai da ipa it dilaikuka in denga in dua i ca irai ya iitu litigaisi (mela ilui penga idilain) dain non 

litigaisi (di luair penga idilain). 

                                                      
16

 Ali Achmad Chomzah, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum 

Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003) hal 14 
17

 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Raja Grafindo Persada. 

Jakarta, 2012) hal. 12 



Page 

20 
 

b.kiPenyelesaiankSengketakiyangkDilakukankiJikakSalahkSatukPihak Melakukan 

Wanprestasi 

 Berdaisairka in penjelaisain di aita is, terdaipa it duai metode untuk menyelesaiika in suaitu sengketai, 

terma isuk ka isus wa inprestaisi, ya iitu melailui jailur litiga isi dain non litiga isi. Penyelesaiiain sengketa i 

wainprestaisi bergaintung pa ida i kesepaika ita in dairi paira i piha ik da ilaim perjainjiain, sertai metode seperti aipai 

yaing dipilih untuk menyelesaiika in sengketa i tersebut.  

 Menurut Dr. Frains Hendrai Winairtai, S.H., M.H., litigaisi merupaika in cairai penyelesaiiain 

sengketa i secairai konvensionail di dailaim duniai bisnis seperti didailaim bida ing perdaiga inga in da in 

perbainka in. Proses litiga isi menempa itka in pa irai pihaik berha idaipa in saitu saima i laiin. Selaiin itu, 

penyelesaiia in sengketai secaira i ltiga isi merupaika in sebaiga ii jailur teraikhir di da ilaim penyelesaiiain 

sengketa i (ultimum remidium) setela ih upaiya i penyelesaiiain sengketa i ailterna itif laiinnya i tidaik 

membua ihka in ha isil.
18

 

 Penyelesaiiain sengketai melailui proses litigaisi di penga idilain mengha isilka in sua itu win-lose 

solution, ya iitu suaitu solusi ya ing menguntungka in saitu pihaik da in merugika in pihaik la iin. Aikiba it dairi 

suaitu putusain ya ing bersifa it win-lose ini aidailaih potensi munculnya i sengketa i ba iru jika i sa ilaih sa itu 

pihaik tidaik mera isa i puais denga in keputusain haikim. Proses penyelesaiia in sengketai litiga isi cenderung 

mema ika in wa iktu ya ing la ima i dika irenaika in ba inya iknya i ka isus ya ing ha irus ditainga ini oleh penga idilain dain 

biaiya i ya ing dikelua irka in juga i tidaik menentu sehingga i relaitif lebih ma ihail. Proses penyelesaiiain jailur 

litigaisi bersifait lebih forma il dain teknis, dengain tingka it upaiya i hukum ya ing ditempuh pairai pihaik, juga i 

menyeba ibka in proses litiga isi menjaidi lebih laima i. Tingka itain upaiya i hukum tersebut dimula ii dairi 

Pengaidilain Negeri paida i tingka it pertaima i, dilainjutkain denga in Penga idilain Negeri di tingka it bainding, 

kemudia in ka isa isi di Maihka ima ih Aigung, sertai peninja iuain kemba ili sebaiga ii upaiya i hukum tera ikhir. 

Penyelesaiiain sengketa i non-litiga isi, dikenail juga i dengain ailternaitive dispute resolution aitaiu 

Penyelesaiiain Sengketa i Ailternaitif.  

 Penyelesaiiain sengketai dengain ca irai non litigaisi, ya ing dikenail juga i sebaiga ii ailterna itive dispute 

resolution diaitur dailaim Undaing-Unda ing Nomor 30 Taihun 1999 tentaing Airbitraise dain Ailternaitif 

Penyelesaiiain Sengketa i. Metode ini sainga it perlu untuk dikemba ingka in untuk menga ita isi penumpuka in 

sengketa i ya ing perlu ditainga ini oleh penga idilain. 

 Menurut Paisa il 1 Aingka i 10 Undaing-Unda ing Nomor 30 Taihun 1999 tentaing Airbitraise dain 

Ailternaitif Penyelesaiiain Sengketa i, Penyelesaiiain Sengketai Ailternaitif aidailaih proses penyelesaiiain 

sengketa i a itaiu perbedaia in pendaipait melailui prosedur ya ing disepaika iti pa irai piha ik lua ir pengaidilain 

dengain cairai konsultaisi, negosia isi, mediaisi, konsiliaisi, a itaiu penilaiiain aihli. Berdaisa irka in pengertiain di 

aitais, daipa it diketaihui baihwai a ida i 6 (enaim) metode penyelesaiiain sengketa i non litiga isi ya ing berlaiku di 

Indonesiai, ya iitu: 

ai) Konsultaisi  

 Pengertiain konsultaisi tidaik ditemuka in pa idai Unda ing-Unda ing Nomor 30 Taihun 1999 tentaing 

Airbitraise dain Ailternaitif Penyelesaiiain Sengketa i. Menurut Blaick’s Laiw Dictionairy, konsultaisi 
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 Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Sinar 

Grafika, Jakarta, 2012) hal. 1-2 
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(consultaition) aidailaih a ict of consulting or conferring e.g pa itient with doctor, client with la iwyer. 

Deliberaition of persons on some subject.
19

 

b). Negosiaisi  

 Negosiaisi aida ilaih cairai penyelesaiiain sengketa i dima ina i a intairai duai oraing a ita iu lebih/pairai pihaik 

yaing mempunya ii ha il aitaiu bersengketa i sailing mela ikuka in kompromi a itaiu taiwa ir mena iwa ir terhaida ip 

kepentingain penyelesaiia in sua itu hail aita iu sengketa i untuk menca ipaii kesepaika ita in.
20

 

c). Mediaisi  

 Mediaisi daipa it ditemuka in di dailaim Paisa il 6 aiya it 3, 4, da in 5 Undaing-Unda ing Nomor 30 Taihun 

1999 tentaing Airbitraise ya ing menga itur baihwa i a ipa ibilai suaitu sengketa i ya ing tida ik da ipait diselesaiika in 

mela ilui negosiaisi, ma ika i penyelesaiiainnya i dilaikuka in denga in baintuain seseoraing media itor aitaiu a ihli. 

Menurut Paisail 1 Aingka i 1 Peraiturain Maihka ima ih Aigung Nomor 1 Taihun 2016, media isi merupaika in 

caira i penyelesaiiain sengketa i mela ilui proses perundinga in untuk menca ipaii kesepa ika itain aintaira i pairai 

pihaik denga in ba intuain mediaitor. Pihaik mediaitor tida ik memiliki kewenainga in untuk memberika in 

putusain terhaidaip sua itu sengketa i, mela iinka in hainya i memba intu da in menemuka in solusi terbaiik ba igi 

pairai pihaik ya ing seda ing bersengketa i. 

d) Konsiliaisi  

 Konsiliaisi dailaim Bla ick’s La iw Dictionairy diairtikain sebga ia ii the aidjustment aind settlement of ai 

dispute in a i friendly, unaintaigonistic ma inner. Used in courts before tria il with ai view towairds 

aivoiding triail aind in laibor disputes before airbitraition.
21

 Konsiliaisi merupaika in proses di ma ina i pihaik 

ketiga i berupaiya i untuk mempertemuka in pairai pihaik ya ing berselisih. Tujuain dairi proses ini a ida ilaih 

untuk memperba iiki komunika isi aintairai pairai pihaik, memberika in baintuain teknis, da in mencairi solusi 

yaing potensiail untuk menyelesaiika in perselisihain ya ing terjaidi.  

e) Penilaiiain Aihli  

 Penilaiiain Aihli merupaika in metode penyelesaiiain sengketa i ya ing melibaitka in pendaipa it aitaiu 

penilaiiain dairi paira i aihli mengena ii perselisihain ya ing terjaidi. Haisil dairi pendaipait aita iu penilaiiain aihli 

tersebut menjaidi ma isuka in ba igi pairai pihaik ya ing bersengketai.  

 Berdaisairka in ha isil penelitia in ya ing telaih dilaikuka in, diketaihui baihwa i wa inprestaisi dailaim 

penggunaia in Shopee Pinjaim daipa it memiliki daimpa ik signifika in terhaidaip pengguna iain a iplikaisi Shopee 

dain sistem pemba iya ira in Shopee Pinjaim. Hingga i sa iait ini, belum a idai tindaika in hukum ya ing diaimbil 

oleh pihaik Shopee ma iupun pihaik penyelengga ira i daila im menyelesa iika in ka isus wa inprestaisi tersebut. 

Selaiin itu, belum a ida i metode penyelesaiiain sengketai ya ing tepa it, baiik mela ilui jailur litigaisi ma iupun 

non litiga isi yaing umum di Indonesiai. 

 Tidaik dia imbilnya i ca irai penyelesaiiain sengketa i baiik secairai litiga isi ma iupun non litigaisi, 

membua it wa inprestaisi yaing dilaikuka in da ilaim pengguna iain Shopee Pinjaim tidaik menimbulka in suaitu 

aikiba it hukum. Menurut penulis, penyelesa iiain sengketai secairai internail dipilih ka irenai lebih muda ih 
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dailaim menca iri penyelesaiiainnya i. Ba inya ik ka isus wa inprestaisi paida i pengguna ia in Shopee Pinjaim ya ing 

mungkin dilaikuka in oleh pa irai pengguna i (debitur). Aipaibilai pihaik Shopee mengguna ika in cairai 

penyelesaiia in sengketai mela ilui jailur litiga isi ma iupun non litigaisi, ma ika i da ipa it menimbulka in kesulitain 

kairenai pihaik Shopee aika in mengha ibiska in bainya ik wa iktu sertai mengeluairka in bia iya i ya ing besa ir di 

dailaim mena inga ini ka isus wainprestaisi ini. Hail inilaih ya ing menga ikiba itka in pihaik Shopee lebih memilih 

penyelesaiia in perselisihain secairai internail. 

Penutup 

 

1. Kesimpulan 

  Setelah penulis melakukan kajian, penelitian, dan pembahasan terkait peran Otoritas Jasa 

Keuangan pada Kreditur Online Aplikasi Shopee Pinjam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan independen dalam sistem keuangan di 

Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK bebas dari campur 

tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. 

Koordinasi dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian 

Keuangan, dan Presiden diperlukan untuk memastikan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan 

dapat efektif dan efisien dalam menangani permasalahan di sektor keuangan Indonesia. 

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan di Indonesia adalah mengatur dan 

menangani secara komprehensif kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar 

modal, perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya, serta 

menegakkan peraturan di bidang tersebut. 

2. Saran 

1. Penulis menyarankan bahwa setiap tindakan hukum berbasis teknologi informasi (fintech) yang 

dilakukan oleh kreditur terhadap debitur memerlukan koordinasi antar lembaga negara, 

khususnya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan untuk memastikan 

pengawasan terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan asas kepastian hukum bagi 

konsumen. 

2. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen, namun Otoritas Jasa 

Keuangan wajib menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjamin penyelesaian 

permasalahan dalam sistem keuangan di lembaga keuangan Indonesia. Koordinasi dengan 

lembaga-lembaga lain yang diatur secara tegas dalam undang-undang diperlukan agar kebijakan-

kebijakan yang diambil dapat efektif dan efisien. 

3. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan secara 

terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK harus melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dengan baik. 

4. Kepada pihak Shopee, lebih selektif dalam memilih pengguna yang akan diberi pinjaman, agar 

para nasabah bisa melakukan pembayaran pinjaman dengan tepat waktu. 

5. Jika seseorang belum pernah menggunakan Shopee Pinjam, sebaiknya mencari tahu terlebih 

dahulu apa implikasi dan akibat dari tindakan tersebut sebelum melakukannya. Calon pengguna 

pinjaman Shopee sebaiknya memeriksa terlebih dahulu aspek positif dan negatifnya sebelum 

melakukan transaksi kredit. Misalnya, selain satu kelebihannya adalah kita dapat meminjam 

uang secara instan dengan Shopee Pinjam, dan prosesnya juga sangat sederhana dan tidak ada 

jaminan. Namun, sisi negatifnya adalah suku bunga pinjaman Shopee yang terlalu tinggi. Oleh 

karena itu, pengguna yang akan mengajukan pinjaman di Shopee Pinjam harus berpikir dua kali 

sebelum mengambil pinjaman tersebut. 
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